
BUPATI BARITO UTARA 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BVPATI BARITO UTARA 

NOMOR ..\.~. TAHUN 2016 

TENTANG 

TUGAS DAN URAIAN TUGAS JABATAN PADA SADAN PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARlTO UTARA 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tat.a Ke,ja Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara 

tel.ah clitetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2015 tentan.g Organisasi dan Tata Keija Sadan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batito 

Utara; 

b. bahwa uncuk menjarnin kelancaran pelaksanaan tugas 

operasional kelembagaan -Sebagaimana dimaksud huruf a 

secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka 

pe!ayanan .kepada masyarakat, dipandang perlu membuat 

tugas dan uraian tu.gas jabatan pada Sadan Penanarnan 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuparnn Batito 

Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, tugas dan 

uraian tugas jabatan pada Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara; 

Mengingat : 1. Undang-Un.dang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentuk.an Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai 

Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 

Nomor 8 Ta1tiun 1965 tentang Pembentukan Daerah 1'ingkat 

11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penctapan Undang-Undang Oarurat 

Nomor 3 Tahu n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 

Pcmbentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tal1Un 2014 tentang Apan1tur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6 , Tarnbahan lt~mbaran Negara Republik lndonesia 

nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa !kali d iubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas 

Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 'fahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupat.en 
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Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor l); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perang,kat Daerah 

Kabupaten Bari to Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peratu ran Daerah 

Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerab 

Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Utara Tahu n 20 15 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Barito U tara Nomor 4); 

9, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tat.a Kerja Sadan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara (Lembara.n 

Daerah Kabupaten Sari to Utara Tahun 2015 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 

Nomor 5); 

MEM UTUSKAN : 

Menetapka.n : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN URAIAN TUGAS 

JABATAN PADA SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARJTO UTARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peratu ran Bupati ini, y,ang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Daeral1 adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 

3 , Bupat i adalah Bupati Barito Utara. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara. 
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5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya 

disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara yang menyelenggarakan fungsi 

pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan serta fungsi penanaman 

modal. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara. 

7 . Unit Pelaksana Teknis Badan adalab Unit Pelaksana Teknis Sadan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito 
Utara. 

BAB II 

TUOAS POKOK DAN FUNOSI 

PasaJ 2 

(11 BPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan 

administrasi di bidang per izinan dao nonperizinan secara lerpadu satu 
pin tu. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), BPMPTSP mempunyai 
fungsi: 

a. Perumusan, penyusunan, dan penetapan program serta kebijl,\kan teknis 

di bidang penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan dan 
nonperizinan; 

b. penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal, pelayanan 

administrasi perizinan dan nonperizinan; 

c. pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pemberian 

pelayanan bidang penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan 
dan nonperizinan: dan 

d. pell,\ksanaan tugas lain yang d iberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

BAB Ill 

TATA KERJA 

PasaJ 3 

(I) Dalam melaksanakan tugas Kepala BPMPTSP, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis BPMPTSP 

dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
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integrasi dan sinkronisasi baik da1am lingkungan BPMPTSP rnaupun antar 

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan 

lnstansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugasnya. 

(2) Setiap pimpinan pada satuan organisasi dalam lingkungan BPMPTSP waj[b 

mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terj adi penyimpangan agar 

mcngambil Jangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan pada organisasi daJam lingkungan BPMPTSP bertanggung 

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan 

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan pada satuan organisasi dalam lingkungan BPMPTSP wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tcpat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi daJam 

lingkungan BPMPTSP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjul dan untuk rnemberikan 

petunj uk kepada bawahannya 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan pada satuan organisasi dalam 

lingkungan BPMPTSP di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 

kepada bawaha.n masing-m.asing, wajib mengadakan rapat berkala. 

BABN 

TUGAS DAN URA!AN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Kepala Sadan 

Pasal 4 

(1) Kepa.la BPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administr-asi di bida.ng 

perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (J) sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan, merumuskan ·dan menetapkan Rencana St.rategis 

(RENS'l'RA), Program Kerja, Kebijaka.n Teknis, Pedoma.n Pelayanan Umum 

BPMPTSP, pelayanan perizinan, nonperizinan dan perizinan penanaman 

modal secara terpadu sebagai penjabaran lebih la.njut da.n menjadi bagian 



--- -------

- 6 • 

dari Rencana Stratt-,gis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten agar dapat 
digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

organisasi; 

b. mengkoordlnasikan, merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja 
(RENJA) Tahunan, Laporan Kincrja lnstansi Pemerintah (LAKIP), Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan 

Ketcrangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), kebijakan teknis, 
pedoman pela.yanan umum, Standar Pelayanan BPMPTSP; 

c. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BPMPTSP yang me.liputi kesekretariatan, penanaman modal, pelayanan 
perizinan, lnformasi dan pengaduan, Tim Teknis, Jabatan fungsional; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pcnanaman 

modal, pelayanan pcrizinan dan informasi dan pengaduan; 

e. mengkoordlnasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan 
pemerintahan dacrah di bidang Penanaman Modal, Petayanan Perizinan, 

Nonperizinan, lnformasi, Pendataan dan Pengaduan; 

f. merumuskan rencana pembangunan di bida.ng penanaman modal, 

pelayanan perizinan dan sistem informasi dan pengaduan; 

g. mcmfasilitasi peoyelenggaraan program kesekretariatan, bidang 

penanaman modal, bidang perizinan, bidang informasi dan pengaduan, 

Tim Teknis dan Jabatan fungsional; dan 

h. melakukan pembinaan teknis dan adminislrasi kepada pejabal di 

bawahnya melalui pros.edur dan mekanisme kerja yang berlaku agar 

lerjadi sinkronisasi pelal<sanaan misi organisasi. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Paragraf 1 

Sekretaris 

P.asat 5 

(l) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan 
kebijakan teknis dan koordinasi dalaro menyelenggarakan, membina dan 
mengendalikan penyusunan perencanaan/program, keuan.gan, umum dan 

kepegawaian; 

(2) Uraian tugas sebagaimana ,dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : 
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a. menyusun program kegiatan 

peraturan perundang-undangan 

Sekretariat BPMPTSP berdasarkan 
yang berlaku dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan tekn is 
kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan/program, keuangan, 

umum dan kepegawaian; 

c. menyiapkan rurnusan program kegiatan, berdasarkan basil rangkuman 

rencanakegiatan, petunjuk tekn is, basil pelaksanaan program pelayanan 
administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum 

dan kepegawaian; 

d . melaksanakan pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi 
perencanaan/program, keuangan/anggaran, umum dan kepegawaian, 

naskah dinas, kearsipaia, dokumentasi peraturan perundang-undangan, 
perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat serta perlengkapan 
BPMPTSP lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan koordina:si dengan semua bidang di lingkungan BPMPTSP 

dalam hal pengolahari data dan penyusunan Rencana Strategis 
(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) Tahunan, Laporan !Gnerja lnstansi 
Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 

sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan 

f. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan admJnistrasi 
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundaog-undangan yang 

berlaku. 

Paragraf2 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 6 

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepcgawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan 

dan urusan tata usaha kepegawaian. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 

perundang-undangan yang herlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 
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b. menyiapkan konsep pedoman naskah dinas bidang administrasi umum 

dan kepegawaian sesuai dengan ketcntuan yang berlaku dan kebijakan 

yang ditetapkan atasan; 

c. mcnyiapkan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan 
kerumahtanggaan, perlengkapan / perbekalan, dokumentasi, 
perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

d. rnelaksanakan penyusunan baha;1 rancangan dan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan; 

e. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat­

surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan; 

f. membuat dan merekap Dafta.r Hadir Pegawai dan melakukan upaya­

upaya peningkatan kualitas pegawai; 

g. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat 

BPMPTSP; 

h. mclaksanakan penyusunan dan pengendalian administ.rasi Perjalanan 

Dinas Pegawai; 

i. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan 

pendokumentasian; 

j. membuat laporan rutin tenlang kepegawaian, Daftar Uru t Kepangkatan 
(DUK), Daftar Nominatif Pegawai, Bezetting, Daftar Susunan Pegawai dan 

laporan kepegawaian lingkup BPMPTSP demi terciptanya tertib 

administrasi kepegawaian; 

k. mernproses usulan kenaikan pangka t. mutasi, gaji berkala, diklat 

pegawai, dan pengusulan data kebutuhan kepegawaian lainnya di 

lingkungan BPMPTSP; 

I. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barai1g untuk keperluan 

rumah tangga BPMPTSP sesuai dengan kebutuhan, angga.ran dan 
peraturan perundang-uodangan yang berlaku seba.gai dasar pengad-aru.1 

barang; dan 

m. melaksanakan inventar.isasi dan pemeliharaan barang kekayaan/ 
inventaris BPMPTSP untuk tcrtib administrasi pengelolaan barang agar 

dapat digunakan dengan optimal. 
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Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal7 

( 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksana.kan penyusunan renc:ana kegiatan, rencana strategik, rencana 

kinerja tahunan, LAKlP BPMPTSP, penyusunan anggaran, perhitungan 

anggaran, verifikasi dan perbendaharaan BPMPTSP. 

(2) Uraian tugas sebagaimana d·imaksu.d pada ayat ( 1) sebagai berikut : 

a. mcnyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, dan Keuangan 

berdasarkan hasil cvaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berla.ku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan dan keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang berla.ku guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan rugas; 

c. menyiapkan rumusan p;ograrn kegia tan berdasarkan hasil rangkuman 

rencana kegiatan Bidang-Bidang dalam rangka penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanj a B PMPTSP; 

d. rnenghimpun, meneliti dan mengoreksi baban usulan program kcgiatan 

dari masing-masing Bidang, Subpidang dan Subbagian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

e. menghi:mpun, menelili dan mengoreksi data dari semua Bidang di 

lingkungan BPMPTSP dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), 

Rencana Kerja (RENJAI Tahunan, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Ll>PD) dan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), sesual pedoman 

dan ketentuan yang bcrlaku; 

f. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiat.an dari masing­

masing Bldang, dan Subbidang sebagai bahan evaluasi dan bahan 

penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan BPMPTSP; 

g. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi 

keuangan BPMPTSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

h. melaksanakan pengelola.an gaji dan penghasilan Jain pegawa.i scrta 

pembiayaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi sert.a pelaporan pelaksanaan 

kegiatan operasionaJ dan anggaran agar diketahui tingkat realisasinya 

untuk mendukung tertih- administrasi keuangan BPMPTSP; 
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j. melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi 

pertanggungjawaban kegiatan serta pelaporan kegiatan di 
BPMPTSP sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut. 

Bagian Ketiga 

Bidang Penanarnan Modal 

Paragraf I 

KepaJa Bidang Penanaman Modal 

Pasal 8 

dan surat 

lingkungan 

(1} Kepala Bidang Penanaman Modal melaksanakan pengkajian bahan 
perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dalam menyelenggarakan 

pengembangan, promosi, kerjasama, pengawasan dan pengendalian bidang 

penanaman modal. 

(2) Uralan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat ( !) sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja tahunan bidang penanaman modal berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. rnengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan pemantauan, 

bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; 
c. melakukan urusan pengembangan, percncanaan, promosi dan kerjasama 

penanaman modal serta melakukan pengawasan dan pengendalian 

penanaman modal; 
d. mengkaji, merumuskan dan. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan 

pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal serta 

melakukan promos! penanaman modal baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri; dan 
e. melaksanakan, mengaju:kan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama 

dengan dunia usa.ha di bidang penanarnan modal serta melakukan 

sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal. 

Paragraf 2 

Kepala Subbidang Pengembangan, Promosi dan Kerjasruna 

Pasa19 

(1) Kepala Subbidang Pengembangan, Promosi dan Kerjasruna mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, promosi dan kerjasama 

penanaman modal. 
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{2} Uraian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat {!} sebagai oerikut: 

a. menyusun rencana kerja &'ubbidang Pengembangan, Promosi dan 

Kerjasama berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. rnelakukan kegiatan pengembangan, perencanaan, promosi dan 

kerjasama penanaman modal berdasarkan potensi sumber daya daerah 

yang dimilki sebagai peluang penanaman modal; dan 

c. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknls pelaksanaan 

pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal serta 

melakukan promosi dan kerjasama dengan organisasi atau asosiasi dunia 

usaba dan SKPD terkait di bidang penanaman modal. 

Paragnlf3 

Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 10 

(!) Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian mernpunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan kegiat.an urusan pengawasan dan pengendal ian 

penanaman modal. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja Subbidang Pengawasan dan Pengendalian 

bcrdasarkan basil evaluasi kegiatan tahun la.Ju sesuai peraturan 

perundang-undangan yang bcrlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. mengumpulkan bahan pcdoman dan petunjuk teknis sebagai acuan 

pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 

c. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan 

pelaksanaa.n penanaman modal oleh para investor /penanam modal; dan 

d. mengkaj i, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengawasan dan 

pengendalian pena.naman modal. 
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Bagian Keempat 

Bidang Perizinan 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Perizinan 

Pasal 11 

(1) Kepala Bidang Periz.inan mcmpunyai rugas melaksanakan pengkajian bahan 
perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan 
administrasi dan penetapan perizman, nonperizinan dan perizina.n 
penanaman modal secara terpadu. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai berikut: 

a. menyusun program kegiatan Bidang Perizinan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku da.n sumber data yang tersedia 
sebagai pedoman pelaksanaan keg[atan; 

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pelayanan administrasi dan. penetapan perizinan, nonperizinan dan 
perizinan penanaman modal; 

c. menyiapkan rumusan program kegiatan, berdasarkan hasil rangkuman 

rencana kegiatan, petunjuk teknis, hasil pelaksanaan program pelayanan 
administrasi dan penetapan perizinan, nonperizinan dan perizinan 
penanaman modal; 

d. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penetapan 

perizinan, nonperizinan dan perizinan penanaman modal; 
e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis 

dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau 
ditolaknya suatu perinohonan perizinan yang memerlukan pemeriksaan 
lapangan kepada Kepala Sadan; 

f. melaksanakan pengkajian hahan kerjasama di bidang pelayanan 
perizinan, nonperizinan clan perizinan penanaman modal; dan 

g. melaksanakan upaya peningkatan pelayanan administrasi perizinan 

dalrun rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan membetikan akses 
yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. 
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Paragraf2 

Kepala Subbidang Administrasi Perizinan 

Pasal 12 

(1) Kepala Subbidang Administ1rasi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan pelayanan administrasi penerbitan perizinan, nonperizinan dan 
perizinan penanarnan modal; 

(2) Ura.ian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a . menyusun rencana kegiatan Subbidang Administrasi Perizinan 
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan 

perunclang-undangan yang herlaku dan sumber data yang tersedia 
sebagai pecloman pelaksanaan kegiatan; 

b. menerima setiap berkas permohonan yang masuk dari masyarakat yang 

akan mengajukan permohonan perizinan melalui Petugas Front Office 
untuk proses lcbih lanjut; 

c. melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kclengkapan administrasi da,ri 

setiap berkas permohonan petizinan yang diajukan oleh masyarakat 
sudah Atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

d. mengkoordinasikan, mempro&cs pelayanan pemberian insentif, fasilitas 
dan kemudahan clalam perizinan penanaman modal daerah; 

e . meneruskan berkas permohonan pcrizinan kepada Kepala Subbidang 

Penctapan sepanjang bcrkas permohonan perizinan yang dia,jukan secara 
administrasi sudah lengkap untuk proses lebih lanjut; 

f. menerima kembali berkas permoh.onan perizinan dari Kepala Subbidang 

Penetapan yang sudah dikoordin-asikan bersama Tim Teknis untuk di 
verifikasi dan dilakukan pemeriksaa/ survei lapangan apabila diperlukan 

dan yang sudah clitetapkan Baik cliterima atau d itolak terhadap 
permohonan perizinan; 

g. memproses clan mencrbitkan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan 

dan/atau perizinan penanaman modal sesuai dengan kewenangan dan 
ketentuan yang berlaku, yang telah ditetapkan, baik diterima untuk 
diproses penerbitan izinnya; dan 

h. memeriksa dan memverifikasi kembali terhadap draft/naskah izin yang 
akan ditcrbitkan sebelum diajuls;an kepada Kepala Badan. 
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Paragraf 3 

Kepala Subbidang Penetapan Perizinan 

Pasal 13 

(1) Kepala Subbidang Pcnctapan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan pelayanan penetapan perizinan, nonperizinan dan perizinan 

penanam modal. 

(2) Uraian tugas sebagairoan" dimaksud pada ayat (1) sebagai bcrikut : 

a. menyusun rencana kcgiatan Subbidang Penetapan Perizinan berdasarkan 
basil evaluasi kegiatan tahun lalu scsuai peraturan perundang-undangan 

yang berlalru dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman 
pelaksanaan kegiatan; 

b. menerima setiap berkas permohonan izin yang masuk dari 

yang akan mengajukan permohonan perizinan da.ri 
Administrasi Perizinan; 

masyarakat 
Subbidang 

c. melaksanakan pemeriksa.an, penelitian dan vcrifikasi bersama 'Nm Teknis 

terhadap kelengkapan teknis dan administrasi dari setiap berkas 
permohonan perizinan yang diterima apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 
d . mendampingi Tugas Tim Teknis da lam hal melaksanakan 

pemeriksaan/survei lapa.ngan atas permohonan izin yang masuk yang 

memerlukan pemeriksaan/survei teknis lapangan terhadap obyek izin; 
e. memproses surat Pcnerimaan, Penolakan, Pembatalan dan Pencabutan 

lzin at.as Rekomendasi Tim Teknis uotuk d iajukan kepada Kepala Badan; 

f. menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRDI terhadap lzin yang 
akan dikeluarkan yang menjadi Obyek Rctribusi Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
g. meneruskan berkas pcnnohonan perizinan kepada Kepala Subbidang 

Administrasi Perizinan untuk proses penerbitan izin terhadap 

permohonan izio yang diterima untuk diproses peoerbitan izinnya, dan 

untuk proses pengembalian berkas permohonan izin kepada pemohon 
terhadap izin yang ditolak; dan 

h. mcmeriksa dan memverifikasi kembali terhadap draft/naskah izin yang 

akan diterbitkan sebelum diajukan kepada Kepala Sadan. 
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Bagian Kelima 

Bidang Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

Paragraf 1 

Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Masyarakat 

Pasal 14 

(1) Kepala Bidang lnformasi dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, 
pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan 
dan pengelolaan pelayanan informasi, data, pelaporan, dan pcnanganan 
pengaduan masyarakat. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : 

a. menyusun program kegiatan Bidang lnformasi dan Pengaduan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber 
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan InJormasi, Data, Pelaporan, Penanganan Pengaduan 
Masyarakat dan Evaluasi; 

c. menyiapkan rumusan program kegiatan, berdasarkan hasil rangkuman 
rencana kegiatan, pctunjiuk teknis, basil pelaksanaan program pelayanan 
lnformasi, Data, Pelaporan, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan 
Evaluasi; 

d. melaksanakan penyusunao bahan pcngkajian perumusan upaya 
pemukhtabiran data, informasi dan pelaporan serta pengcmbangan 
sistem informasi pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman 
modal yang terintergrasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah 
pusat; 

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evalua~'i 
terhadap penyelenggaraan pelayanan lnformasi, Data, Pelaporan, 
Penanganan Pengaduan Masyarakat dan E:valuasi; 

f. melaksanakan pengkajiao bahan kerjasama dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) terkait di bidang pelayanan lnformasi, Data, 
Pelaporan, Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Evaluasi; dan 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyclenggaran Suivei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukao secara berkala dan 
berkelanjutan. 

Paragraf2 

Kepala Subbidang Pelayanan lnformasi dan Pendalaan 

Pasal 15 

(1) Kepala Subbidang Pelayanan lnformasi dan Pendataan mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi, data dan pelaporan. 
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b. menyelenggarakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan mekanisme 
penanganan pengaduan masyarakat; 

c. menyeJenggarakan penyusunan pedoman teknis tentang prosedur / 
mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 

d. menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkaJa 
dan ber kelanjutan; 

e. menerima dan melakukan upaya melalui pemberian saran, pertimbangan 
dan solusi penyelesaian masalab terhadap pengaduan masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan maupun terhadap 
pengaduan masyarakat terkai.t dampak lingk ungan dari usaha yang 
dimiliki oleh masyarakat baik itu yang memiiiki izin maupun yang tidak 
memiliki izin; dan 

f. melaksanakan monitoring dan evaJuasi secara berkala dan berkelanjutan 
lerhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan 
Penanaman Modal. 

Bagian Keenam 

Uni t Pelaksana Tekn is Badan 

Pasal 17 

(1) Uni t Pelaksana Teknis BPMPTSP mempunyai rugas melaksanakan sebagian 
kegjatan teknis operasional dan/atau kegiatan te.kois penunjang BPMPTSP. 

(2) Uraian tugas sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) di tet.apkan dengan 
Keputusan Kcpala Badan. 

Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Pungsional 

Pasal 18 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

(2) Uraian mgas masing-masing jabatao fungsionaJ sebagaimana d imaksud 
padaayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 

BABY 

KETENTVAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Uraian tugas pelaksana pada sekrctariat dan bidang secara rinci ditetapkan 
sekretaris dan masing-masing kepala bidang dan diketahui Kepala Sadan. 
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BAB VJ 

KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barito 
Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 

pada tanggal 20 16 

BUPAT RITO UTARA, 

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 2016 

SEKRETARJS DAERAH, 

SERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .... 

Sa!inan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKHRI FAUZI 
NIP.197109210 199803 l 004 


